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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisi yang telah Penulis lakukan pada bab 

sebelumnya, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut: 

1. Keabsahan dari perkawinan beda agama antara pemeluk agama Katolik 

dengan pemeluk Agama Buddha yang upacara perkawinannya 

menggunakan tata cara Agama Buddha adalah tidak sah. Sah atau 

tidaknya suatu perkawinan beda agama tetap mengacu pada hukum dari 

agama masing-masing calon mempelai apakah memperbolehkan adanya 

perkawinan beda agama atau tidak. Dalam hal ini, walaupun seorang 

yang beragama Katolik telah memperoleh izin dari Ordinaris Wilayah 

sebagaimana menurut ketentuan di dalam Kanon 1125, tetapi upacara 

perkawinan atau tata peneguhan perkawinannya harus dilaksanakan 

menurut tata cara Agama Katolik, menurut Kanon 1127 melakukan 

upacara perkawinan atau tata peneguhan perkawinan menurut tata cara 

dari agama calon mempelai yang bukan beragama Katolik baik sebelum 

maupun sesudah tata peneguhan sesuai dengan Hukum Kanonik adalah 

dilarang. Perkawinan tersebut masih terhalang oleh salah satu halangan 

kawin dalam Kanon 1066 yaitu halangan beda agama. Oleh karena itu, 

perkawinan tersebut tidak dapat dimintakan penetapan permohonan 

pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hakim pada saat 

mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan penetapan agar 

perkawinan beda agama dapat dilangsungkan maka berdasarkan Pasal 2 

ayat (1) jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan tetap diserahkan kepada hukum agama masing-masing untuk 
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menentukan apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak. 

Apabila seorang pemeluk Agama Katolik telah memperoleh izin dari 

Ordinaris Wilayah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana di 

dalam Kanon 1125 untuk melangsungkan perkawinan beda agama maka 

menurut Kanon 1127 perkawinan tersebut upacara perkawinan atau tata 

peneguhannya harus menggunakan tata cara menurut Agama Katolik 

agar perkawinan tersebut sah. Ketentuan perkawinan beda agama 

menurut Agama Katolik mengatakan demikian maka hakim tidak dapat 

mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama 

sebagaimana menurut Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dari pasangan berbeda 

agama yang beragama Katolik dengan yang beragama Buddha. 

2. Akibat Hukum yang akan dihadapi oleh Pasangan yang Menikah Beda 

Agama antara Pemeluk Agama Katolik dan Pemeluk Agama Buddha 

yang Upacara Perkawinannya Tunduk Pada Tata Cara Agama Buddha 

yaitu Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat intern relatif menurut 

Pasal 8 butir f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang dirumuskan: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang 

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang 

berlaku, dilarang kawin”. Perkawinan tersebut dilarang dilakukan 

menurut ketentuan perkawinan beda agama menurut Agama Katolik, 

karena dalam Kanon 1127 disebutkan bahwa perkawinan campur 

(perkawinan beda agama) dilarang melakukan tata perayaan atau upacara 

perkawinan menggunakan tata cara dari agama pasangannya yang bukan 

beragama Katolik baik sebelum mau pun sesudah perayaan kanonik 

melainkan upacara perkawinan atau tata peneguhannya tetap harus 

menggunakan tata cara berdasarkan Agama Katolik agar perkawinan 

tersebut sah. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak sah yaitu 

perkawinan tersebut dapat dibatalkan menurut Pasal Pasal 22 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan 

pembatalan perkawinan menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan diajukan kepada pengadilan di mana 

daerah hukum perkawinan dilangsungkan. Akibat dari pembatalan 

perkawinan adalah perkawinan tersebut yang tidak pernah dianggap ada 

karena keputusan pengadilan yang telah mengeluarkan pembatalan 

perkawinan berakibat batal demi hukum..  

5.2 Saran 

 Penulis menyampaikan saran dengan berdasarkan pembahasan dan analisis 

dari penulisan hukum ini yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Perkawinan sebaiknya dilangsungkan oleh dua orang calon mempelai 

yang memiliki kesamaan agama dan keyakinan. 

2. Perancang undang-undang sebaiknya segera merumuskan peraturan 

yang dapat mengatur pasangan yang hendak melangsungkan 

perkawinan beda agama agar dapat dilangsungkan tanpa harus 

melakukan penyelundupan hukum terlebih dahulu. 
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